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Berbaga masalah yang berasal dari permukiman kumuh tidak hanya menghasilkan lingkungan yang tidak
sehat, tetapi juga memberikan dampak pada wilayah sekitarnya dan jaringan infrastruktur perkotaan secara
keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia 2045, yaitu "Pembangunan Infrastruktur yang
Merata dan Terintegrasi”, program <em>Zero Slum</em> merupakan komponen penting dari visi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adanya kesenjangan dalam penanganan
permukiman kumuh di Kalimantan Barat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan faktor-faktor prioritas dalam penentuan prioritas
penanganan kawasan kumuh di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-
terstruktur untuk mengidentifikas dan memetakan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan
prioritas, dan <em>Geometric Mean</em> untuk mengidentifikas faktor-faktor yang berpengaruh yang
kemudian akan dianalisis dengan <em>Interpretative Structural Modeling</em>. Hasilnya adal ah terdapat
24 stakeholder yang terlibat. Stakeholder Kuadran D (<em>Manage Closely</em>) dan stakeholder utama
adalah anggota Tim Pembina, yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP), dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Namun, tingkat pengaruh tertinggi
dipegang oleh tim pengarah dan tingkat kepentingan tertinggi dipegang oleh DPRKP. Terdapat sepuluh
kategori dengan 22 faktor yang teridentifikasi dengan sembilan tingkat peringkat. Faktor yang paling
berpengaruh adalah adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman dari anggota tim yang baru dengan
anggotatim yang lama.

...... The array of problems originating from slum settlements not only results in unwholesome environment,
unlawful land utilization, and various internal challenges within the vicinity but also impacts the
surrounding regions and the overall urban infrastructure network. In pursuit of Indonesia's 2045 Vision,
which emphasizes on "equitable and integrated infrastructure development”, the zero slums constitute a
pivotal component of the Ministry of Public Works and Public Housing's overarching vision. Nonetheless, a
disparity has been identified in addressing slum settlements in West Kalimantan, hindering the achievement
of this objective. Thisresearch aimsto identify the stakeholders and the priority factorsin determining the
priority setting for slum area management in West Kalimantan. The method used in this research is semi-
structured interview to identify and map stakeholders involved in priority setting, and geometric mean to
identify influential factors which will then be analyzed using Interpretative Structural Modeling. The results
found are that there are 24 stakeholders who are considered to be involved. Quadrant D (Manage Closely)
stakeholders and primary stakeholders are members of the supervisory team, namely the Head of the
Housing and Settlement Area Office, and the Head of the Regional Development Planning Agency.
However, the highest level of influenceis held by the steering committee while the highest level of interest
isheld by Housing and Settlement Area Office. In addition, ten categories with 22 factors are identified with
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nine ranking levels found to influence the decision to prioritize sSlum upgrading. The most influential factor
isthe difference in knowledge and experience between the new and the former team members.



